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Ditasya Aulia Putri. Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. Ibnu Abni Lahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transfer pricing, thin capitalization dan CSR terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian ini sebanyak 11 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan sampel sehingga memperoleh 55 data penelitian. Data analisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis linear berganda dengan alat SPSS versi
27. Berdasarkan hasil penelitiain menunjukan bahwa transfer pricing, thin capitalization
dan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Kata Kunci : transfer pricing, thin capitalization, CSR, penghindaran pajak
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Ditasya Aulia Putri. This research was The Influence of Transfer Pricing, Thin Capitalization and CSR on Tax Avoidance. Ibnu Abni Lahaya. This study aims to examine the effect of transfer pricing, thin capitalization and CSR on tax avoidance. The sample of this study was 11 companies listed on Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 periode. By using purposive sampling technique to determine the sample, a total of 55 research data were obtained. The analytical tools used are descriptive stastistics and multiple linear regression with SPSS version 27. Based on the result of this study, show that transfer pricing, thin capitalization and CSR had a negatif significant effect on tax avoidance.
Keyword : transfer pricing, thin capitalization, CSR, tax avoidance
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1.1 [bookmark: _bookmark11]Latar Belakang
Sebagai salah satu negara yang terus berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya. Dengan tujuan utama untuk mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, negara memerlukan dana yang besar dalam mewujudkannya. Sumber pendanaan negara termasuk di antaranya adalah penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak selalu mencapai target yang telah ditentukan, kecuali pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang mampu melebihi targetnya. Hal ini diikuti pula dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin tahun mengalami pertumbuhan yakni pada 2019, 2021, dan 2022 masing-masing sebesar 5,02%, 3,69% dan 5,31% pertahun dengan adanya kontraksi pada tahun 2020 sebesar 2,07% akibat merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh dunia.
PDB merupakan definisi resmi untuk mengukur nilai ekonomi suatu negara. Menurut Kementerian Keuangan, PDB atau GDP (Gross Domestic Product) adalah ukuran yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa oleh semua unit usaha di negara tersebut yang berfungsi sebagai ukuran utama kinerja ekonomi suatu negara. Perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah PDB biasa disebut dengan rasio pajak. Rasio pajak merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatannya dari pajak. Rasio
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pajak yang tinggi menunjukkan kemampuan baik negara dalam mengumpulkan pajaknya sehingga dapat digunakan untuk melakukan pembangunan nasional.
[bookmark: _bookmark12]Tabel 1.1 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2019-2023 (Dalam Triliun Rupiah)

	Tahun
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Penerimaan Pajak
	1.545,30
	1.285,10
	1.546,51
	2.034,54
	2.154,21

	Produk
Domestik Bruto (PDB)
	15.833,90
	15.434,20
	16.970,80
	19.588,40
	20.892,40

	Rasio Pajak
	9,76 %
	8,33 %
	9,11 %
	10,39%
	10,31%

	Target Rasio Pajak
	11,4 - 11,9%
	11,8 - 12,4%
	8,25 - 8,63%
	9,35 - 9,61%
	9,30 - 9,59%


Sumber: Data diolah penulis, 2024
Berdasaran data Tabel 1.1, rasio pajak di Indonesia sangat berfluktuatif dengan target tercapai pada tahun 2021-2023, hal ini diikuti pula dengan penurunan target rasio pajak berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. Penurunan target rasio pajak dipengaruhi salah satunya pandemi Covid-19 serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi nasional maupun pergeseran konsumsi digital yang belum optimal penerapan pajaknya. Walaupun target rasio pajak yang menurun, PDB Indonesia dari tahun ke tahun semakin besar yang tentunya berbanding terbalik dengan potensi rasio pajak yang diperoleh. Data diatas yang walaupun memenuhi target rasio pajak tetapi termasuk rendah dibandingkan dengan negara Asia-Pasifik lainnya yang rerata berada sekitar 19,8%. Indonesia termasuk salah satu negara dengan rasio pajak terendah yang bahkan lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Vietnam dengan 11,3% dan 13,1% di tahun 2021. Berfluktuasinya rasio pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang berkisar di 10%, hal ini menunjukkan hanya 10% pendapatan masyarakat yang masuk ke kas negara, yang
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tentunya masih lebih rendah dari batas bawah yang ditetapkan oleh World Bank yakni sebesar 15%. Menurut OECD dalam Revenue Statistics in Asia and the Pasific, pajak penghasilan (PPh) merupakan kontributor utama terhadap penerimaan pajak Indonesia. Realisasi PPh tahun 2022 berkontribusi mencapai 5,1% dari PDB dengan 3,5% berasal dari PPh wajib pajak badan (Wildan, 2024). Rendahnya rasio pajak selain diakibatkan pandemi Covid-19 juga menunjukan adanya masalah dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku salah satunya belum optimalnya kepatuhan pajak atau adanya penghindaran pajak di Indonesia.
Di Indonesia sebelumnya menggunakan official assessment system yang mana fiskus berhak mengatur berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sistem tersebut saat ini telah diganti menjadi self assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sehingga peranan penting dipegang oleh wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Dengan sifat pajak yang memaksa, adanya perbedaan persepsi dari sisi pemerintah dengan sisi perusahaan. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang sifatnya mengurangi laba bersih perusahaan (Pramita & Susanti, 2023).
Penghindaran pajak merupakan salah satu tahap dari perencanaan pajak. Pandangan perusahaan atas pajak sebagai beban yang banyak menimbulkan praktik-praktik penghindaran pajak baik secara legal (Tax Avoidance) maupun secara illegal (Tax Evasion). Menurut Mardianti & Ardini (2020), penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan guna mengurangi jumlah pajak yang terutang.
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Meski tindakan penghindaran pajak dianggap legal dengan memanfaat celah dari peraturan yang ada tetapi hal ini tentu merugikan negara yang menyebabkan menurunnya penerimaan negara. Penghindaran pajak bagi pemerintah merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial karena hal ini bertentangan dengan peran pajak dalam pembangunan nasional.
Pada tahun 2020, Laporan Tax Justice Network bertajuk ``The State Of Tax Justice 2020 : Tax Justice Cases In The Era Of COVID-19'' melaporkan potensi kerugian pajak akibat penghindaran pajak di Indonesia mencapai US$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 triliun berdasarkan penutupan pasar spot Senin (22/11) dengan kurs Rupiah sebesar Rp 14.149. Dari angka tersebut sebesar US$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun merupakan akibat dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sisanya sebesar US$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Kontan.co.id, 2020).
Penghindaran pajak tidak dilakukan oleh sektor tertentu saja, tetapi sektor lain pula banyak yang melakukan praktik ini. Salah satunya sektor yaitu sektor pertambangan. Sektor pertambangan yang mengalami perubahan klasifikasi di IDX pada tahun 2021 menjadi sektor energi, merupakan salah satu sektor yang rawan akan korupsi, bahkan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya sebesar Rp 15,9 triliun kerugian negara akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh sektor ini (DDTCNews, 2019).
PT Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan yang terjaring kasus penghindaran pajak. Yang berdasarkan laporan dari Global Witnes pada tahun 2019, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan memperluas bisnisnya
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hingga keluar negeri salah satunya di Singapura melalui anak perusahaannya Coaltrade Service International yang dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Indikasi kerugian negara akibat tindakan ini mencapai US$ 125 juta setara Rp1,75 triliun yang mana lebih rendah daripada beban pajak yang seharusnya dibayarkan PT Adaro Energy di Indonesia (Sugianto, 2019). Menurut Global Witness, hal ini dilakukan PT Adaro Energy dengan menjual batu bara ke Coaltrade Service International dengan harga yang lebih murah yang kemudian dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga PT Adaro dapat dikenakan pajak lebih murah di Indonesia.
Kasus penghindaran pajak lainnya dilakukan oleh PT Bumi Borneo Inti, yang diduga melakukan aktivitas pertambangan ilegal di mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki perusahaan saat ini masih atas izin dengan data komisaris dan direksi yang lama, sedangkan izin tersebut belum dipindah tangankan ke pengurus perusahaan saat ini, selain itu perusahaan diduga saat ini tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sehingga tidak dapat membayarkan royalty dan pajak kepada negara (Wartalika, 2023).
Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja merugikan banyak pihak terutama masyarakat serta pemerintah. Terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan seperti transfer pricing. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer mendefinisikan Transfer Pricing sebagai harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
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Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan Istimewa. Transfer pricing merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya. Melalui transfer pricing, perusahaan merekayasa harga yang ditransfer antar divisi untuk meminimalkan pajak yang dibayar. Praktik ini banyak dilakukan perusahaan multinasional untuk meminimalkan setoran pajak di Indonesia dengan cara memperkecil harga jual kepada anak perusahaan yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah, yang kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi di negara bertarif pajak rendah (Prayoga et al., 2019).
Penelitian Ginting & Machdar (2023) memaparkan bahwa tranfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Didukung dengan penelitian Prayoga et al. (2019) yang menunjukan transfer pricing secara parsial berpengaruh positif. Hal berbeda dihasilkan dari penelitian Aya et al. (2022) yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fitri & Dwita (2023) dan Putu et al. (2022) memaparkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah thin capitalization. Beban pajak yang besar yang banyak tidak dapat dikurangkan dalam fiscal membuat perusahaan melakukan berbagai cara agar dapat menjadi pengurang laba seperti memperoleh pendanaan untuk operasiona perusahaan dengan hutang atau thin capitalization. Thin Capitalization merupakan struktur modal perusahaan yang berasal lebih banyak dari pinjaman utang daripada modal itu sendiri. Dalam pajak, menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan daripada modal lebih
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menguntungkan karena dengan hutang maka akan timbul beban bunga yang dapat menjadi pengurang atas laba perusahaan, sedangkan dengan modal akan timbul dividen yang tidak dapat dijadikan pengurang atas laba perusahaan.
Besaran perbandingan hutang atas modal diatur berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh tentang Thin Capitalization serta memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan dalam mengeluarkan Keputusan terkait keperluan perhitungan pajak. Peraturan yang mengatur perbandingan hutang dan modal yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yaitu dengan maksimal 4:1. Artinya setiap Rp1 yang digunakan sebagai modal, perusahaan tidak boleh memiliki utang lebih dari Rp4. Apabila hutang perusahaan melampaui ketentuan yang berlaku, maka biaya yang diperhitungkan di laporan fiskal hanya sebesar perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya yakni 4:1.
Penelitian Kurubah & Adi, (2022) memaparkan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil senada juga diperoleh dari penelitian Sari et al., (2022) yang berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Putu et al., (2022) yang memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil lain ditunjukkan dari penelitian Fitri & Dwita, (2023), Wati & Utomo, (2020) dan Febriana & Kesuma, (2023) yang menunjukan bahwa thin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal senada juga didukung dalam penelitian Prayoga et al., (2019) yang menghasilkan thin capitalization secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
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Faktor lainnya dari praktik penghindaran pajak adalah corporate social responsibility (CSR). Selain membayar pajak, perusahaan berkewajiban lainnya untuk melakukan kegiatan CSR, yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat sekitar hingga pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), CSR didefinisikan sebagai kewajiban bagi semua perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat. CSR diwujudkan dengan partisipasi perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan berdampak positif bagi keberlanjutan perusahaan. Membayar pajak juga salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui pemerintah yang tentunya akan digunakan untuk pembangunan nasional yang akan dinimkati oleh seluruh masyarakat
Penelitian oleh Kurubah & Adi, (2022) memaparkan CSR yang memberikan dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil bertentangan dihasilkan dari penelitian Sianturi et al., (2021) yang memaparkan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda diberikan dalam penelitian Prasetyo & Arif, (2022) dan Aya et al., (2022) yang mememaparkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Sektor energi merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dengan regulasi yang mengaturnya cenderung kompleks sehingga menjadi celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor energi yang salah satunya melalui praktik transfer pricing dan thin capitalization
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serta kegiatan perusahaan disektor ini yang berdampang secara langsung dengan sumber daya alam sehingga perusahaan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan CSR nya dengan menyeluruh.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang apakah perusahaan yang bergerak di sektor energi cenderung melakukan penghindaran pajak yang mana pada sektor ini cukup besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Adapun research gap pada penelitian penelitian sebelumnya membuat peneliti ingin menguji kembali topik penghindaran pajak dengan variabel- variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti ingin mengangkat judul “Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization dan CSR terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”.
1.2 [bookmark: _bookmark13]Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah transfer pricing memiliki pengaruh atas penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
2. Apakah thin capitalization memiliki pengaruh atas penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
3. Apakah corporate social responsibility memiliki pengaruh atas penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
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1.3 [bookmark: _bookmark14]Tujuan Penelitian
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris bahwa thin capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris bahwa corporate social responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
1.4 [bookmark: _bookmark15]Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat dari dua sudut pandang:
1. Manfaat Teoritis

Memberikan bukti empiris terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di sektor energi. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak dalam melakukan perencanaan pajak yang baik di masa yang akan datang.
2. Perspektif Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak melalui penghindaran pajak
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sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terkait guna meminimalisir praktik penghindaran pajak.
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[bookmark: _bookmark16]BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _bookmark17]Landasan Teori

2.1.1 [bookmark: _bookmark18]Teori Agensi
Teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik atau pemegang saham perusahaan (principal) dengan manajemen perusahaan (agent) berupa pemberian wewenang kepada manajemen yang menghubungkan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi satu tujuan bersama serta menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Ginting & Machdar, 2023).
Menurut Scott (2003), teori agensi bersifat kontraktual antara pemilik dan agen, dimana agen termotivasi untuk bekerja seefisien mungkin sehingga biaya kegiatan operasional perusahaan akan rendah. Pada teori ini, agen atau manajer memiliki konflik tersendiri dimana para manajer biasanya akan berusaha memenuhi kebutuhan akan kepentingannya sendiri dibandingkan menjalankan pemenuhan kewajiban kepada para principal. Dengan posisi manajer yang lebih mengetahui permasalahan keuangan entitas daripada pemilik sehingga akan memotivasi manajer untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak benar kepada principal.
Teori agensi sangat berhubungan dengan praktik penghindaran pajak. Dengan sistem perpajakan di Indonesia yakni self assessment system yang memberikan kebebasan agent untuk menghitung, memotong serta membayar pajak. Penghindaran pajak di mata principal merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan perusahaan yang dapat menimbulkan permasalahan di masa
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depan (Adityamurti & Ghozali, 2017). Sedangkan manajer dengan keterlibatan atas kegiatan operasional perusahaan tentu memiliki tujuan agar laba perusahaan dapat tinggi salah satunya dengan mengurangi pembayaran pajak dengan cara penghindaran pajak.
Dengan adanya kepentingan berbeda antara agent dan principal, maka akan menimbulkan masalah keagenan sehingga memunculkan biaya keagenan (agent cost). Dengan biaya keagenan, principal dapat memantau kinerja agent agar tidak bertindak di luar keinganan principal. Di sisi lain, agent juga bertindak dengan hati- hati dalam membuat keputusan agak tidak merugikan perusahaan di masa mendatang.
Dalam penelitian ini, konflik keagenan muncul akibat perbedaan kepentingan antara perusahaan selaku agent dengan pemerintahan selaku principal. Di mana pemerintah ingin agar penerimaan pajak maksimal, sedangkan perusahaan ingin menghasilkan keuntungan yang maksimal pula. Sehingga akan timbul upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah- celah dalam peraturan perpajakan yang mana tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Perusahaan berpeluang melakukan transfer pricing dan thin capitalization sebagai alternatif penghindaran pajak yang ditimbulkan dari adanya konflik keagenan yang muncul. Dimana transfer pricing dilakukan dengan memanfaatkan hubungan relasi perusahaan internasional untuk mengatur harga transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa serta thin capitalization dengan memanfaatkan timbulnya beban bunga akibat dari penggunaan hutang yang dominan pada struktur modal
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sehingga akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Kedua hal diatas didorong dari perbedaan kepentingan antara agent (perusahaan) dan principal (pemerintah) yang memiliki perbedaan orientasi dengan perusahaan berorientasi pada profit yang maksimal sedangkan pemerintah yang ingin pemasukan dari pajak yang optimal pula.
2.1.2. [bookmark: _bookmark19]Teori Legitimasi
Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer (1975) berfokus pada interaksi perusahaan dengan masyarakat. Yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga perlu memperhatikan norma sosial masyarakat sehingga dapat mencerminkan perusahaan yang dapat diterima oleh masyarakat.
Menurut Gray et al., (1996) teori legitimasi menjelaskan pandangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh entitas harus sesuai dengan normal, nilai serta kaidah yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu menjaga citra dan reputasi di hadapan masyakarat, hal ini juga menuntut perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan para stakeholder seperti investor, kreditur, masyarakat maupun pemerintah demi keberlangsungan hidup perusahaan (Ayu Nurulita & Yulianto, 2023).
Perusahaan memerlukan pengakuan dari stakeholder untuk menghindari adanya legitimacy gap yakni adanya perbedaan antara nilai yang dianut perusahaan dengan nilai masyarakat itu sendiri. Hal ini teradi apabila harapan stakeholder tidak sejalan dengan aktivitas perusahaan yang semata berorientasi pada keuntungan yang optimal saja. Sebagai salah satu bentuk legitimicy kepada masyarakat,
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perusahaan dapat melakukan CSR. Menurut Lanis & Richardson (2013), dengan adanya kontrak sosial secara tidak langsung berupa informasi CSR yang disediakan oleh perusahaan dimaksudkan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perusahaan.
2.2 [bookmark: _bookmark20]Penghindaran Pajak
Menurut Pohan (2017) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak yang masih dalam lingkup undang-undang dan ketentuan perpajakan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemaha (grey area) dari peraturan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion), yakni upaya mengurangi jumlah pajak terutang secara sadar dan sengaja dengan melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun bertujuan yang sama yakni mengurangi beban pajak, tax evasion jelas dilakukan secara illegal atau perbuatan melanggar hukum. Hal ini disebabkan bahwasanya penghasilan yang diperoleh wajib pajak sejatinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan pajak bersifat memaksa dan tentunya mengurangi penghasilan yang akan diterima oleh wajib pajak.
Falbo & Firmansyah (2018) berpendapat bahwa penghindaran pajak dapat menimbulkan asimetri informasi serta manipulasi atas laporan keuangan karena informasi yang disampaikan tidak sesuai kepada investor. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penghindaran pajak adalah kegiatan legal yang memanfaatkan kelemahan hukum dalam undang-undang perpajakan yang memungkinkan wajib pajak mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Penghindaran pajak juga
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berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup perusahaan, sehingga dianggap sebagai keputusan yang beresiko. Hal ini disebabkan kegiatan penghindaran pajak berpotensi merusak reputasi perusahaan baik di mata masyarakat, investor maupun di mata pemerintah yang berpotensi terkena jeratan hukum serta membayar denda.
2.3 [bookmark: _bookmark21]Transfer Pricing
Berdasarkan PMK RI No. 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer mendefinisikan Transfer Pricing sebagai harga transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Transfer pricing didefinisikan oleh Hirshleifer (1956), sebagai proses penentuan harga barang dan jasa yang dilakukan antardivisi dalam suatu perusahaan dengan mencatat sebagai pendapatan bagi penjual dan biaya bagi pembeli. Hal ini bertujuan untuk menentukan harga yang optimal dalam transaksi antar divisi, sehingga memaksimalkan laba perusahaan. Transfer Pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik atas barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan
Dalam perkembangan konsep dan praktik perpajakan hingga saat ini, terdapat 2 jenis transfer pricing yakni Intercompany transfer pricing dan Intracompany Transfer Pricing. Intercompany transfer pricing merupakan transaksi yang terjadi antara dua perusahan yang memiliki hubungan istimewa sedangkan Intracompany transfer pricing merupakan transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan. Transfer pricing dapat dilakukan pada suatu perusahaan dalam suatu negara yang sama (domestic transfer pricing) maupun dengan negara yang berbeda (international transfer pricing).
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Transfer pricing berkaitan erat dalam aspek pajak, hal digunakan perusahaan melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar. Perusahaan juga melakukan transfer pricing untuk menghindari beban pajak global, dengan cara memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (tax haven country). Pemerintah mengatur tentang transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Istimewa dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (3). Yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam UU PPh Pasal 18 ayat (4) adalah sebagai berikut:
a. Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25%.
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya baik dua atau lebih yang berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus maupun ke samping satu derajat.
2.4 [bookmark: _bookmark22]Thin Capitalization
Menurut Taylor & Richardson (2012), ), thin capitalization adalah struktur modal perusahaan yang terdiri dari kepemilikan hutang yang besar dan modal yang kecil. Thin capitalization, yaitu suatu kondisi di mana perusahaan mendanai kegiatan operasionalnya dengan mengutamakan utang dibandingkan modal ekuitas dalam struktur pendanaan modal perusahaan (Irawan et al., 2020). Thin capitalization adalah suatu praktik penghindaran pajak yang di mana struktur modal perusahaan lebih dominan atas utang dibandingkan dengan modal ekuitas. Dengan
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adanya beban bunga pinjaman yang muncul akibat praktik ini yang akan mengurangi penghasilan kena pajak sehingga dinilai mampu memberikan insentif pajak bagi perusahaan (Jumailah, 2020). Hal ini memanfaatkan perbedaan perlakuan antara bunga dan dividen, di mana dividen yang berasal dari modal bersifat sebagai pendapat yang kemudian akan menambah penghasilan kena pajak sedangkan bunga nantinya aja menimbulkan beban bunga yang akan harus perusahaan bayar sehingga akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.
Di Indonesia thin capitalization diatur dalam UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 18 ayat 1 tentang Thin Capitalization serta memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan dalam mengeluarkan Keputusan terkait keperluan perhitungan pajak. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan untuk mengatur perbandingan hutang dan modal yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 yaitu dengan perbandingan maksimal 4:1. Artinya setiap Rp1 yang digunakan sebagai modal, perusahaan tidak boleh memiliki utang lebih dari Rp4. Apabila hutang perusahaan melampaui ketentuan yang berlaku, maka biaya yang diperhitungkan di laporan fiskal hanya sebesar perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya yakni 4:1.
2.5 [bookmark: _bookmark23]Corporate Social Responsibility
Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3, CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk ikut serta berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, lingkungan sekitar maupun masyarakat sekitar. CSR adalah
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kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan etika dalam menjalankan kegiatan operasional.
Yusuf Wibisono (2007) dalam the world business council for sustainable development (WBCSD) mendefinisikannya sebagai komitmen perusahaan secara kontinyu bertindak secara etis, beroperasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan berpartisipasi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya dan juga meningkatkan kualitas lokal dan masyarakat secara luas.
Elkington (1997) mengelompokkan CSR menjadi tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “triple bottom line”. Ketiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi (economic prosperity), peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social justice). Perusahaan dapat menerapkan triple bottom line dengan memperhatikan Triple P yakni profit sebagai aspek ekonomi, planet sebagai aspek lingkungan, dan people sebagai aspek sosial. Dengan konsep tersebut apabila perusahaan ingin sustain, maka perusahaan perlu memperhatikan Triple P sebagai CSR yang menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah tidak hanya meraih laba yang optimal (profit), namun juga berkontribusi positif kepada masyarakat (people), dan menjaga kelestarian lingkungan (planet).
Dengan menjalankan CSR, image perusahaan di mata publik baik pemerintah, pemegang kepentingan maupun masyarakat tentu akan positif. Walaupun tidak dapat langsung dirasakan manfaat tersebut oleh perusahaan, namun manfaat di masa depan yang berkepanjangan dapat diperoleh perusahaan dengan
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menjalankan CSR. Perusahaan yang menjalankan CSR tentu akan bertindak dengan hati-hati agar tidak merusak citra positif yang telah dibangun salah satunya dengan tidak melakukan penghindaran pajak
2.6 [bookmark: _bookmark24]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _bookmark25]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	

1
	
(Falbo & Firmansyah, 2018)
	Varibel Independen:
· Thin Capitalization
· Transfer Pricing Aggresiveness
Variabel Dependen
· Penghindaran Pajak
	Thin	capitalization	berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Transfer pricing aggresivness tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

	



2
	


(Prayoga et al., 2019)
	Variabel Independen:
· Thin Capitalization
· Transfer Pricing
· Capital Intensity
Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak
	Thin Capitalization secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Transfer Pricing secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Capital Intensity secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

	

3
	

(Wati & Utomo, 2020)
	Variabel Independen:
· Thin Capitalization
· Kepemilikan Manajerial
Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak
	Thin Capitalization dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

	


4
	


(Sianturi et al., 2021)
	Variabel Independen:
· Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
· Rasio Intensitas Modal
· Rasio Intensitas Persediaan
Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak
	Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial berpengaruh Positif terhadap penghindaran pajak.
Rasio Intensitas Modal dan Rasio Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

	



5
	


(Prasetyo & Arif, 2022)
	Variabel Independen:
· Profitabilitas
· Corporate Social Responsibility
· Leverage
· Capital Intensity
Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak
	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
CSR dan Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
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Disambung ke halaman berikutnya






Tabel 2.1 Sambungan Penelitian Terdahulu
	No
	Nama Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	



6
	



(Sari et al., 2022)
	Variabel Independen:
· Thin Capitalization
· Karakter Eksekutif
· CSR
· Profitabilitas
Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak
	Thin Capitalization berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.
Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.
Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

	




7
	




(Putu et al., 2022)
	Variabel Independen:
· Transfer Pricing
· Thin Capitalization
· Profitabilitas
· Bonus Plan
Variabel Dependen:
· Tax Avoidance Practice
Variabel Moderasi:
· Sales Growth
	Transfer Pricing dan Bonus Plan tidak berpengaruh pada tax avoidance.
Thin Capitalization berpengaruh negatif pada tax avoidance.
Profitabilitas berpengaruh positif pada tax avoidance.
Sales Growth tidak memperlemah pengaruh Transfer Pricing terhadap tax avoidance.
Sales Growth memperlemah pengaruh Thin Capitalization, Profitabilitas, Bonus Plan pada tax avoidance.

	




8
	




(Aya et al., 2022)
	Variabel Independen:
· Analisis Rasio Keuangan (Profitabilitas, Likuiditas, Tingkat Produktifitas dan Tingkat Penjualan)
· Transfer Pricing
· Corporate Social Responsibility Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak
	Profitabilitas, Tingkat Profuktivitas, dan Tingakt Penjualan tidak berpengaru terhadap penghindaran pajak. Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Transfer Pricing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

	


9
	


(Kurubah & Adi, 2022)
	Variabel Independen:
· Financial Distress
· Corporate Social Resposibility
· Thin Capitalization
· Perusahaan Multinasional
Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak
	Financial Distress tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Thin Capitalization dan Perusahaan Multinasional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

	

10
	

(Kamila et al., 2023)
	Variabel Independen:
· Corporate Social Resposibility
· Capital Intensity
· Transfer Pricing
Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak
	Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Transfer Pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
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Disambung ke halaman berikutnya






Tabel 2.1 Sambungan Penelitian Terdahulu

	No
	Nama Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	11
	(Febriana & Kesuma, 2023)
	Variabel Independen:
· Preferensi Risiko Eksekutif
· Insentif Pajak
· Thin Capitalization
Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak
	Preferensi Risiko Eksekutif dan	Insentif	Pajak
berpengaruh	positif signifikan.
Thin Capitalization tidak berpengaruh	signifikan terhadap penghindaran pajak

	12
	(Fitri & Dwita, 2023)
	Variabel Independen:
· Transfer Pricing
· Thin Capitalization
Variabel Dependen:
· Praktik Penghindaran Pajak
	Transfer Pricing dan Thin Capitalization	tidak
berpengaruh	terhadap penghindaran pajak

	13
	(Ginting & Machdar, 2023)
	Variabel Independen:
· Harga Transfer
· Transaksi Hubungan Istimewa
Variabel Dependen:
· Penghindaran Pajak Variabel Moderasi:
· Profitabilitas
	Harga Transfer dan Transaksi Hubungan	Istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Profitabilitas	mampu memoderasi pengaruh Harga Transfer dan Transaksi Hubungan Istimewa terhadap penghindaran pajak.


Sumber: Data diolah penulis, 2024

2.7 [bookmark: _bookmark26]Kerangka Konseptual
Adanya pengakuan terhadap beban pajak dalam laporan fiskal yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak menyebabkan manajemen ingin memaksimalkan beban tersebut sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal pula. Praktik tersebut memiliki dampak yang berlawanan bagi manajemen selaku agent dengan pemerintah selaku principal. Bagi manajemen berdampak positif dengan minimalnya beban pajak yang dikeluarkan perusahaan sehingga keuntungan setelah pajak dapat meningkat, sedangkan bagi pemerintah akan berdampak negatif dengan kecilnya penerimaan pajak yang diterima negara yang diakibatkan dari kecilnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sebagai pihak eksternal, principal memerlukan informasi penting terkait perusahaan dalam
22







bentuk laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan di mana laporan tersebut menjadi acuan principal dalam pengambilan keputusan.
Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer baik antardivisi maupun perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adanya transfer pricing dapat memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan hubungan istimewa tersebut dengan menentukan harga transfer yang di bawah harga pasar sehingga perusahaan dapat memindahkan keuntungan ke divisi yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
Thin capitalization merupakan skema penghindaran pajak dengan cara menggunakan hutang sebagai sumber utama pendanaan perusahaan daripada modal dengan tujuan biaya bunga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan dapat dikenakan pajak lebih kecil. Perusahaan dengan sumber pendanaannya lebih besar dari hutang, dapat diindikasikan melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan hutang yang dapat menimbulkan biaya bunga, modal akan menimbulkan deviden yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.
CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang betujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, lingkungan sekitar maupun masyarakat sekitar. Perusahaan akan menjalankan kewajiban sosialnya dengan norma dan batasan yang dapat diterima oleh masyarakat yang akan berdampak pada citra positif yang dimiliki perusahaan. Walaupun perusahaan
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berorientasi pada laba yang maksimal dengan melakukan penghindaran pajak, pandangan masyarakat terhadap perusahaan yang menjalankan praktik penghindaran pajak sebagai tindakan yang tidak etis secara sosial dan bersifat ilegal yang dapat menarik perhatian negatif terhadap citra perusahaan. Sehingga walaupun penghindaran pajak dapat menguntungkan perusahaan dari sisi laba tetap berisiko terhadap citra perusahaan yang buruk di mata masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.
Penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini bersifat unik. Dalam satu sisi penghindaran pajak legal dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sementara di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara.
Berdasarkan teori agensi, masalah dalam penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi keuntungan perusahaan sedangkan bagi pemerintah pajak sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional. Laba besar yang didapatkan perusahaan tentu akan menyebabkan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga memotivasi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Akibat praktik penghindaran pajak, potensi rasio pajak yang diterima tidak maksimal dibandingkan PDB yang diperoleh Indonesia dari tahun ke tahun.
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Berdasarkan teori legitimasi, masalah dalam penghindaran pajak terjadi karena dapat mengancam legitimasi atau citra perusahaan. Perusahaan tentu menginginkan laba yang maksimal tetapi juga dituntut untuk beroperasi dalam batasan dan norma sosial yang diterima masyarakat. Bagi masyarakat walaupun legal, penghindaran pajak dipandang negatif sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, yang akan berdampak pada reputasi dan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial karena dianggap akan merugikan masyarakat luas sehingga CSR yang dilakukan perusahaan akan mencerminkan bagaimana perusahaan berkontribusi kembali terhadap lingkungan dan masyarakat secara luas.
Masyarakat
Teori Agensi
Penghindaran Pajak
Perusahaan
Pemerintah
Mengancam citra perusahaan
Tidak maksimalnya rasio pajak

Laba yang besar
CSR
Thin Capitalization
Transfer Pricing
Teori Legitimasi

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep
Sumber: dikembangkan oleh penulis,2024
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2.8 [bookmark: _bookmark27]Pengembangan Hipotesis

2.8.1 [bookmark: _bookmark28]Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak
Transfer pricing merupakan kebijakan penentuan harga transasksi yang dilakukan antar divisi ataupun anak perusahaan yang diakui sebagai pendapatan bagi penjual serta biaya bagi pembeli. Dalam teori keagenan, dengan adanya transfer pricing perusahaan berpotensi melakukan penghindaran pajak karena adanya celah yang didapat perusahaan dengan memanfaatkan hubungan dengan pihak berelasi. Hal ini dilakukan perusahaan karna pajak dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba sehingga perusahaan dapat termotivasi memanfaatkan hubungan dengan pihak berelasi termasuk hubungan dalam satu grup perusahaan untuk melakukan skema transfer pricing (Aya et al., 2022).
Taylor & Richardson (2012) memaparkan bahwa transfer pricing merupakan salah satu pendorong utama perushaan melakukan penghindaran pajak dan dianggap secara ekonomi berpeluang besar untuk melakukan penghindaran pajak internasional. Hal ini berpotensi akibat adanya transaksi antarpihak berelasi yang berlokasi di wilayah yuridiksi yang berbeda. Mengacu pada teori keagenan, di mana manajemen sebagai agent serta pemerintah sebagai principal, perbedaan prinsip serta kepentingan antara keduanya akan menimbulkan konflik di mana pemerintah tentu ingin memaksimalkan penerimaan pajaknya sedangkan di sisi lain manajemen perusahaan tentu akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, salah satunya dengan cara penghindaran pajak. Perusahaan dapat mengatur harga transaksi dengan pihak yang berhubungan istimewa. Hal ini terjadi ketika perusahaan bertransaksi di bawah atau di atas harga pasar ataupun dengan
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memanfaatkan hubungan dengan pihak berelasi lainnya yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Tarif pajak yang tinggi akan memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak ke negara dengan tarif lebih rendah (Komara et al., 2022).
Penelitian yang dilakukan oleh Ginting & Machdar, (2023) dan Kamila et al., (2023) menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh Prayoga et al., (2019) yang menyatakan bahwa transfer pricing secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Dengan adanya transfer pricing, akan berdampak pada potensi kehilangan penerimaan pajak oleh negara. Di mana perusahaan dapat melakukan transfer pricing ke perusahaan yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga tentunya potensi pajak yang seharusnya diterima Indonesia akan berkurang bahkan akan masuk ke negara lain. Transfer pricing menjadi salah satu cara perusahaan meminimkan pembayaran pajak dengan kebijakan harga transaksi pihak-pihak yang berhubungan istimewa. Semakin tinggi tingkat perusahaan melakukan transfer pricing maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
𝐇𝟏 : Transfer Pricing berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak
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2.8.2 [bookmark: _bookmark29]Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak
Thin Capitalization merujuk pada perencanaan komposisi modal perusahaan dengan penggunaan hutang yang lebih besar dan modal yang kecil. Dalam teori keagenan, struktur modal ini memicu permasalahan antara pemerintah selaku principal dan perusahaan selaku agent dengan adanya perbedaan kepentingan. Dengan timbulnya beban bunga dari pinjaman yang muncul akan mengurangi penghasilan kena pajak sehingga mampu memberi insentif pajak bagi perusahaan(Jumailah, 2020).
Menurut Scott (2003), konflik keagenan akan muncul ketika agen dapat termotivasi untuk mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan menjalankan kewajibannya kepada para pemegang kepentingan sehingga hal ini akan menimbulkan asimetri infomasi antara manajemen sebagai agen dengan para pemegang kepentingan. Asimetri informasi antara manajemen dan pemegang juga dapat timbul akibat thin capitalization ini, di mana pemegang saham akan beranggapan bahwa peningkatan hutang dalam membiayai perusahaan akan menambah sumber pendanaan, sedangkan kebijakan ini diambil oleh manajemen untuk menghindai pajak perusahaan. Demikian juga semakin tinggi thin capitalization maka akan semakin besar beban bunga yang harus dibayar yang mana akan mengurangi laba perusahaan sehingga akan menurunkan pajak penghasilan terutang (Sari et al., 2022).
Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan Kurubah & Adi, (2022) yang menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil serupa juga dinyatakan dalam penelitian Falbo &
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Firmansyah, (2018) yang mendukung thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Semakin tinggi hutang perusahaan maka akan semakin tinggi bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga akan semakin rendah laba kena pajak perusahaan. Sehingga mencerminkan bahwa semakin tinggi praktik thin capitalization maka akan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
𝐇𝟐 : Thin Capitalization berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak
2.8.3 [bookmark: _bookmark30]Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak
CSR merupakan bentuk komitmen berkelanjutan perusahaan kepada para pemangku kepentingan terutama masyarakat dan lingkungan. Dalam kaitan dengan teori legitimasi, perusahaan perlu mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan untuk menghindari legitimacy gap, yaitu posisi perusahaan yang terancam akibat perbedaan nilai yang dianut oleh perusahaan dengan nilai masyarakat. Hal ini terjadi ketika harapan stakeholder tidak sesuai dengan aktivitas perusahaan yang dianggap berorientasi pada keuntungan saja (Prasetyo & Arif, 2022). Menurut Lanis & Richardson (2012) memaparkan bahwa pandangan masyarakat terhadap perusahaan dipengaruh secara tidak langsung dengan adanya kontrak sosial berupa informasi CSR. Hal ini juga didukung bahwa perusahaan perlu menjaga citra dan reputasi dihadapan masyarakat serta menjaga hubungan
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baik dengan para pemangku kepentingan demi keberlangsungan hidup perusahaan (Ayu Nurulita & Yulianto, 2023). Demikian pula dalam Sari et al. (2022) menyatakan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan selalu berupaya agar mendapatkan legitimasi atau pengakuan baik Sehingga perusahaan akan menjalankan CSR guna mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat. Ketika citra positif diperoleh, maka perusahaan akan berusahan mempertahankan citra positif tesebut dengan cara tidak melakukan hal yang dapat menurunkan citra perusahaan salah satunya penghindaran pajak. CSR menjadi fokus perusahaan yang tidak hanya semata mencari keuntungan tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat serta menjaga kelesetarian lingkungan.
Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Kurubah & Adi (2022) dan Kamila et al. (2023) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan Sari et al. (2022) menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang menjalankan CSR dengan maksimal maka akan memperoleh citra positif di mata masyarakat sehingga tidak akan melakukan penghindaran pajak walaupun dapat menguntungkan dari sisi laba perushaaan tapi akan berdampak besar bagi citra positif yang telah perusahaan bangun. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
𝐇𝟑 : Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hipotesis yang dipaparkan di atas, maka model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
30








Variabel Independen	Variabel Dependen
H1 (+)
H2 (+)
H3 (−)
Thin Capitalization
(X2)
Corporate Social Responsibility (CSR) (X3)
Penghindaran Pajak (Y)
Transfer Pricing
(X1)

Gambar 2. 3 Model Penelitian
Sumber: dikembangkan oleh penulis, 2024
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[bookmark: _bookmark31]BAB III METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _bookmark32]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1 [bookmark: _bookmark33]Variabel Dependen
Dalam penelitian ini variabel dependen adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan laba sebelum pajak perusahaan atau biasa disebut dengan Effective Tax Rate (ETR). ETR dipilih sebagai alat pengukuran karena menggambarkan kewajiban pajak perusahaan baik saat ini maupun kewajiban masa depan seperti pajak tangguhan. Sifat ETR dengan penghindaran pajak memiliki hubungan berbanding terbalik. Semakin rendah ETR (di bawah tarif pajak penghasilan 25% untuk tahun 2015-2019 dan 22% sejak tahun 2020), maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan dan begitupula sebaliknya. Adapun dalam perhitungannya penghindaran pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :
𝐸𝑇𝑅 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛	3.1
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Sumber: Lanis & Richardson, 2012

3.1.2 [bookmark: _bookmark34]Variabel Independen

3.1.2.1 [bookmark: _bookmark35]Transfer Pricing
Dalam penelitian ini, transfer pricing mengadopsi dari penelitian Ginting & Machdar (2023) yang dapat diukur dengan perbandingan jumlah piutang pihak
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berelasi dan total piutang. Adapun dalam perhitungannya transfer pricing dapat dirumuskan sebagai berikut :
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝑃𝑇) =  𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖	3.2
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

3.1.2.2 [bookmark: _bookmark36]Thin Capitalization
Dalam penelitian ini, thin capitalization mengadopsi dari penelitian Wati & Utomo (2020) yang diukur berdasarkan perbandingan antara total utang dengan total modal. Adapun dalam perhitungannya thin capitalization dapat dirumuskan sebagai berikut :
𝐷𝐸𝑅 = 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔	3.3
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

3.1.2.3 [bookmark: _bookmark37]Corporate Social Responsibility
Dalam penelitian ini, CSR mengadopsi dari penelitian Damayanthi (2019) yang diukur berdasarkan GRI Standards 2021 yang efektif berlaku per 1 Januari 2023 menggunakan Sustanaibility Reporting Index (SRI) yang berjumlah 85 item yang terdiri dari 17 item aspek ekonomi, 32 aspek lingkungan dan 36 item aspek sosial. Setiap item yang diungkapkan bernilai 1 dan item yang tidak diungkapkan bernilai 0. Adapun dalam perhitungannya Sustainability Reporting Index (SRI) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑆𝑅𝐼) = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛	3.4
85

3.2 [bookmark: _bookmark38]Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini memiliki populasi seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023. Sedangkan sampel dalam penelitian
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ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor energi pada periode 2019-2023.
2. Perusahaan yang tidak pindah sektor dan tidak listing selama periode 2019-2023.

3. Perusahaan yang menerbitkan annual report dan sustainability report pada periode 2019-2023.
4. Perusahaan yang menghasilkan laba selama periode 2019-2023.

[bookmark: _bookmark39]Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sample
	No
	Kriteria Purposive Sampling
	Jumlah

	1
	Perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023.
	91

	2
	Perusahaan Energi yang pindah sektor atau listing setelah periode 2019-2023
	(24)

	3
	Perusahaan Energi yang tidak menerbitkan annual report dan sustainability report pada periode 2019-2023
	(49)

	4
	Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2019-2023
	(10)

	
	Jumlah perusahaan
	11

	
	Jumlah x tahun penelitian (11 x 5)
	55


Sumber: Data diolah penulis, 2024
3.3 [bookmark: _bookmark40]Jenis dan Sumber Data
Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur menggunakan skala numerik (angka) yang berasal dari laporan baik annual report maupun sustainability report yang dikeluarkan perusahaan yang terdaftar pada sektor energi periode 2019-2023 di Bursa Efek Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa annual report yang dapat diakses pada website Bursa Efek Indonesia atau website perusahaan dan sustainability report yang dapat diakses pada website perusahaan masing-masing.
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Data variabel dalam penelitian ini berupa CSR dapat diperoleh dari sustainability report. Sedangkan untuk variabel thin capitalization dan transfer pricing dapat diperoleh dari annual report.
3.4 [bookmark: _bookmark41]Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi yang berasal dari annual report, sustainability report, studi pustaka, literatur berupa jurnal penelitian terdahulu maupun buku, serta artikel website yang berkaitan dengan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.
3.5 [bookmark: _bookmark42]Alat Analisis Data

3.5.1 [bookmark: _bookmark43]Analisis Statistik Deskriptif
Dalam penelitian ini untuk menguji statistic deskriptif menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versi 27.0 sebagai alat bantu pengujian yang menghasilkan standar deviasi, nilai rata-rata (mean), nilai minimum dan nilai maksimum dari variabel penelitian yang diuji.
3.5.2 [bookmark: _bookmark44]Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 [bookmark: _bookmark45]Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen, variabel dependen, atau kedua variabel tersebut terdistribusi normal atau tidak normal. Dalam pengujiannya menggunakan metode Kolmogorov-Smirov dengan ketentuan jika tingkat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (>0,05) artinya sampel data berdistribusi normal. Sedangkan jika tingkat nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (<0,05) artinya sampel data tidak berdistribusi secara normal.
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3.5.2.2 [bookmark: _bookmark46]Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apa dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Dalam pengujiannya dapat dilihat melalui nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (>0,10) atau VIF lebih kecil dari 10 (<10) artinya variabel tidak mengalami multikoloniearitas. Model regresi yang baik harusnya tidak terdapat kolerasi antar variabel independen.
3.5.2.3 [bookmark: _bookmark47]Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variasi variabel dalam model regresi. Dalam pengujiannya, menggunakan uji glejser dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (>0,05) maka dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi tersebut dapat dikatakan baik.
3.5.2.4 [bookmark: _bookmark48]Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang dapat dideteksi antar variabel dalam model regresi linier. Dalam pengujiannya menggunakan uji Durbin–Watson (DW Test) dengan dasar apabila nilai DW < 2 artinya terjadi autokorelasi positif, apabila nilai DW diantara 2 artinya tidak ada autokorelasi, dan apabila nilai DW > 2 artinya terjadi autokorelasi negatif.
3.5.3 [bookmark: _bookmark49]Uji Kelayakan Model

3.5.3.1 [bookmark: _bookmark50]Uji F
Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai
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signifikansi lebih kecil dari 0,05 (< 5%) maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (> 5%) maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen.
3.5.3.2 [bookmark: _bookmark51]Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui adjusted R- square. Dalam pengujian nilainya terletak antara 0 dan 1. Apabila nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,5 (>0,5) maka bisa disimpulkan variabel independen semakin baik dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai yang diperoleh lebih kecil dari 0,5 (<0,5) maka variabel independen semakin lemah dan terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.
3.5.4 [bookmark: _bookmark52]Uji Analisis Regresi Berganda
Dalam penelitian ini uji analisis regresi berganda bertujuan menguji pengaruh antara variabel dependen dan variabel independent. Dari hasil pengujian tersebut dapat diprediksi nilai variabel independent. Pengujian analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 X1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜀	3.5
Keterangan:
Y	: Penghindaran pajak α	: Konstanta
β	: Koefisien regresi
𝑋1	: Transfer Pricing
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𝑋2	: Thin Capitalization

𝑋3	: Corporate Social Responsibility
ε	: Erorr

3.5.5 [bookmark: _bookmark53]Uji Hipotesis (Uji t)
Dalam penelitian ini, uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen yang bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Untuk melihat arah hubungan variable independen dengan variable dependen dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi yang diperoleh. Apabila nilai signifikansi < dari nilai α
= 0,05 (5%) dan koefisien korelasi memiliki nilai negatif, maka terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis diterima. Begitu pula sebaliknya jika nilai signifikansi > dari nilai α = 0,05 (5%) dan koefisien korelasi memiliki nilai positif, maka tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis ditolak. Dengan sifat pengukuran variabel dependen dalam hal ini ETR mencerminkan kebalikan dari penghindaran pajak, maka berikut kriteria pengajuan hipotesis dalam penelitian ini:
𝐇𝟏 (+) : Hipotesis diterima apabila nilai koefisien yang diperoleh berparameter negatif dan nilai signifikansi dibawah angka 0,05 (<5%).
𝐇𝟐 (+) : Hipotesis diterima apabila nilai koefisien yang diperoleh berparameter negatif dan nilai signifikansi dibawah angka 0,05 (<5%).
𝐇𝟑 (-) : Hipotesis diterima apabila nilai koefiensi yang diperoleh berparameter positif dan nilai signifikansi dibawah angka 0,05 (<5%).
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[bookmark: _bookmark54]BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 [bookmark: _bookmark55]Deskripsi Dalam Penelitian
Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari annual report yang bisa diakses melalui website Bursa Efek Indonesia atau website masing-masing perusahaan serta sustainability report yang dapat diakses melalui website masing- masing perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan total 11 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dengan total 55 data pengamatan untuk periode 2019-2023. Penelitina ini bertujuan untuk menuji pengaruh transfer pricing, thin capitalization, dan CSR terhadap penghindaran pajak. Berikut daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian dalam table 4.1.
[bookmark: _bookmark56]Tabel 4.1 Daftar Sampel Perusahaan

	No.
	Kode Perusahaan
	Nama Perusahaan

	1.
	ADRO
	PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

	2.
	AKRA
	PT AKR Corporindo Tbk.

	3.
	ELSA
	PT Elnusa Tbk.

	4.
	ENRG
	PT Energi Mega Persada Tbk

	5.
	ITMG
	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.

	6.
	MYOH
	PT Samindo Resources Tbk.

	7.
	PSSI
	PT IMC Pelita Logistis Tbk.

	8.
	PTBA
	PT Bukit Asam Tbk.

	9.
	PTRO
	PT Petrosea Tbk.

	10.
	TCPI
	PT Transcoal Pasific Tbk.

	11.
	TOBA
	PT TBS Energi Utama Tbk.


Sumber: Annual report dan sustainability report, 2019-2023
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4.2 [bookmark: _bookmark57]Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel dalam penelitian yaitu transfer pricing, thin capitalization, CSR dan penghindaran pajak. Berikut hasil uji analisis deskriptif berupa nilai mean, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai standar deviasi.
Tabel 4.2 Uji Analisis Deskriptif

	Descriptive Statistics

	
	N
	Min.
	Max.
	Mean
	Std.
Deviation

	Transfer Pricing
	55
	0,0000
	0,9570
	0,277829
	0,3052167

	Thin Capitalization
	55
	0,1402
	5,4030
	0,940358
	0,8085056

	CSR
	55
	0,1176
	0,9765
	0,483636
	0,2424899

	Penghindaran Pajak
	55
	-0,1931
	0,7231
	0,226827
	0,1621703


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
Berdasarkan tabel 4.2 di atas hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa jumlah sample penelitian sebanyak 55 sampel, dengan rincian deskriptif data sebagai berikut :
1. Variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang diukur dengan proksi ETR memiliki nilai minimum sebesar -0,1931 yang didapat dari PT IMC Pelita Logistic Tbk. pada tahun 2020 yang disebabkan diterimanya manfaat pajak penghasilan oleh perusahaan, dan nilai maksimum sebesar 0,7231 dari PT Energi Mega Persada Tbk. pada tahun 2019. Untuk nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,226827 dengan standar deviasi sebesar 0,1621703. Terlihat bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi sehingga data pengamatan tersebar secara merata dan penyimpangan data yang terjadi relatif rendah.
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2. Variabel X1 yaitu transfer pricing yang diukur dengan rasio jumlah piutan pihak berelasi dibandingkan dengan total piutang, memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 dari PT Samindo Resources Tbk. pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 0,9570 juga diperoleh dari PT Samindo Resources Tbk. pada tahun 2019. Untuk nilai rata-rata transfer pricing sebesar 0,277829 dengan standar deviasi sebesar 0,3052167. Terlihat bahwa nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukan bahwa data pengamatan tidak menyebar secara merata dan adanya data yang cenderung berbeda satu sama lain.
3. Variabel X2 yaitu thin capitalization yang diukur dengan debt to equity ratio, memiliki nilai minimum sebesar 0,1402 yang diperoleh dari PT Samindo Resources Tbk. pada tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 5,4030 dari PT Energi Mega Persada Tbk. pada tahun 2019. Untuk nilai rata-rata thin capitalization sebesar 0,940358 dengan standar deviasi sebesar 0,8085056. Terlihat bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi sehingga data pengamatan tersebar secara merata dan penyimpangan data yang terjadi relatif rendah.
4. Variabel X3 yaitu CSR yang diukur dengan jumlah item yang diungkapkan dibandingkan dengan item pengungkapan dalam penelitian ini yaitu 85 item, memiliki nilai minimum sebesar 0,1176 dari PT TBS Energi Utama Tbk. dan PT IMC Pelita Logistic Tbk. pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 0,9765 dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk. pada tahun 2023. Untuk nilai rata-rata CSR sebesar 0,483636 dengan standar deviasi sebesar
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0,2424899. Terlihat bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi sehingga data pengamatan tersebar secara merata dan penyimpangan data yang terjadi relatif rendah.
4.3 [bookmark: _bookmark58]Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1. [bookmark: _bookmark59]Uji Normalitas
Dalam penelitian ini uji normalitas digunakan untuk mengetahui variabel dependen, independen atau kedua variabel tersebut apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak normal. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (>0,05) maka dapat dikatakan data terdistribusi dengan normal. Dalam pengujiannya, menggunakan uji statistic non parametrik Kolmogorov-Smirnov dan uji statistic grafik histogram. Pada Kolomorov-Smirnov apabila nilai Asymp Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 (>0,05) dan grafik membentuk lonceng di tengah maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai Asymp Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 (0,05) dan grafik histogram condong kearah kiri atau kanan maka data tidak terdistribusi dengan normal. Berikut hasil dari uji normlitas pada tabel 4.3:
Tabel 4.3 Uji Normalitas

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	55

	Normal Parametersa,b
	Mean
	0,0000000

	
	Std. Deviation
	0,13296944

	Most Extreme Differences
	Absolute
	0,091

	
	Positive
	0,091

	
	Negative
	-0,048

	Test Statistic
	0,091

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	0,200d


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
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Gambar 4 2 Uji Normalitas Grafik Histogram
[image: ]
Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
Berdasarkan hasil uji normlitas pada tabel 4.3 terdapat nilai signifikansi yaitu 0,200 yang mana lebih besar daripada 0,05 (>0,05) serta pada gambar 4.1 grafik histogram yang berada di tengah tidak condong ke arah kiri atau kanan sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi dengan normal
4.3.2. [bookmark: _bookmark60]Uji Multikolinieritas
Dalam penelitian ini uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau satu sama lainnya. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (>0,10) atau Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10 (<10) maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :
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Tabel 4.4 Uji Multikolonieritas

	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Transfer Pricing
	0,936
	1,068

	
	Thin Capitalization
	0,909
	1,100

	
	CSR
	0,970
	1,031

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tabel 4.4 nilai tolerance variabel

transfer pricing 0,936 > 0,10 atau VIF 1,068 < 10, variabel thin capitalization 0,909

> 0,10 atau VIF 1,100 < 10 dan variabel CSR 0,970 > 0,10 atau VIF 1,031 < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas.
4.3.3. [bookmark: _bookmark61]Uji Heteroskedastisitas
Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variasi regresi dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05) maka model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Berkut hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser.
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Tabel 4.5 Uji Glejser

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	0,126
	0,032
	
	3,890
	0,001

	
	Transfer Pricing
	0,010
	0,040
	0,037
	0,257
	0,798

	
	Thin Capitalization
	0,001
	0,015
	0,012
	0,080
	0,937

	
	CSR
	-0,060
	0,049
	-0,172
	-1,227
	0,226

	a. Dependent Variable: ABS_RES


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu nilai untuk variabel transfer pricing 0,798, variabel thin capitalization 0,937 dan variabel CSR 0,0226. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas.
4.3.4. [bookmark: _bookmark62]Uji Autokorelasi
Dalam penelitian ini uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel dalam model regresi linier. Model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai DW berada diantar -2 sampai +2. Berikut hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson:
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

	Model Summaryb

	Model
	R
	R
Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin- Watson

	1
	0,572a
	0,328
	0,288
	0,13682443
	1,038

	a. Predictors: (Constant), CSR, Transfer Pricing, Thin Capitalization

	b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
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Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukan nilai DW sebesar 1,038 yang mana nilai ini berada di antara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier tidak terjadi autokorelasi.
4.4 [bookmark: _bookmark63]Hasil Uji Kelayakan Model

4.4.1. [bookmark: _bookmark64]Uji F
Dalam penelitian ini uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian hipotesis. Model dikatakan layak apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (<0,05). Berikut hasil uji F: Tabel 4.7 Uji FANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
0,465
3
0,155
8,286
<,001b

Residual
0,955
51
0,019



Total
1,420
54



a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
b. Predictors: (Constant), CSR, Transfer Pricing, Thin Capitalization











Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
Berdasakan hasil uji ANOVA di atas menunjukan bahwa nilai signifikansi di bawah 0,001 < 0,05 sehingga model regresi layak digunakan karena variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
4.4.2. [bookmark: _bookmark65]Uji Koefisien Determinasi
Dalam penelitian ini, uji determinasi bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu (transfer pricing, thin capitalization, dan CSR) secara bersamaan terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Nilai adjusted R- square berada di antara 0 dan 1, yang mana apabila mendekati 1 maka semakin kuat
46







variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi adjusted R-square:
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi Adjusted R-Square

	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	0,572a
	0,328
	0,288
	0,13682443

	a. Predictors: (Constant), CSR, Transfer Pricing, Thin Capitalization

	b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukan bahwa nilai adjusted R- square sebesar 0,288 yang artinya variabel transfer pricing, thin capitalization dan CSR mampu menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 28,8% sedangkan sisanya sebesar 71,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.
4.5 [bookmark: _bookmark66]Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel dependen dengan variabel independen. Berikut hasil pengujian analisis regresi beganda:
Tabel 4.9 Analisis Regresi Berganda

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	0,031
	0,051
	
	0,597
	0,553

	
	Transfer Pricing
	0,134
	0,063
	0,253
	2,131
	0,038

	
	Thin Capitalization
	0,087
	0,024
	0,436
	3,622
	0,001

	
	CSR
	0,158
	0,078
	0,237
	2,030
	0,048

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
47







Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui persamaan regresi berganda yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:
𝐸𝑇𝑅 = 0,031 + 0,134X1RPT + 0,087𝑋2DER + 0,158𝑋3SRI + 𝜀
1. Nilai konstanta penghindaran pajak sebesar 0,031 yang menyatakan jika variabel X1, X2 dan X3 (transfer pricing, thin capitalization dan CSR) sama dengan 0 maka penghindaran pajak sebesar 0,031.
2. Koefisien X1 sebesar 0,134 berarti setiap terjadi pengingkatan variabel transfer pricing sebesar 1% maka ETR akan meningkat sebesar 13,4%. Dengan sifat ETR yang semakin rendah ETR maka semakin tinggi penghindaran pajaknya, dapat diartikan bahwa jika variabel transfer pricing bertambah 1 kali maka ETR akan bertambah sebesar 0,134 dengan kata lain transfer pricing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Koefisien X2 sebesar 0,087 berarti setiap terjadi peningkatan variabel thin capitalization sebesar 1% maka ETR akan meningkat sebesar 8,7%. Dengan demikian dapat diartikan jika variabel thin capitalization bertambah 1 kali maka ETR akan bertambah sebesar 0,087 dengan kata lain thin capitalization berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4. Koefisien X3 sebesar 0,158 berarti setiap terjadi peningkatan variabel CSR sebesari 1% maka ETR akan meningkat sebesar 15,8%. Dengan demikian dapat diartikan jika variabel CSR bertambah 1 kali maka ETR akan bertambah sebesar 0,158 dengan kata lain CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
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Sehingga berdasarkan sifat proksi ETR yang digunakan di atas akan menghasilkan persamaan sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 = 0,031 − 0,134X1RPT − 0,087𝑋2DER − 0,158𝑋3SRI + 𝜀

4.6 [bookmark: _bookmark67]Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Dalam penelitian ini uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi < dari nilai α (0,05) dengan kata lain hipotesis diterima. Berikut penjelasan mengenai hipotesis berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9:
1. Variabel Transfer Pricing memiliki hasil thitung sebesar 2,131 dengan nilai nilai signifikansi sebesar 0,038 < 0,05 dan koefisien sebesar 0,134. Nilai koefisien yang bernilai positif menunjukan semakin tinggi transfer pricing maka semakin tinggi pula nila ETR yang artinya tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR memiliki hubungan berbanding terbalik. Dapat disimpulkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan kata lain 𝐇𝟏 ditolak.
2. Variabel Thin Capitalization memiliki hasil thitung sebesar 3,622 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan koefisien sebesar 0,087. Nilai koefisien yang bernilai positif menunjukan semakin tinggi thin capitalization maka semakin tinggi pula ETR yang artinya tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR memiliki hubungan
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berbanding terbalik. Dapat disimpulkan bahwa thin capitalization berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan kata lain 𝐇𝟐 ditolak.
3. Variabel CS memiliki hasil thitung sebesar 2,030 dengan nilai signifikansi 0,048 > 0,05 dan koefisien sebesar 0,158. Nilai keofisien yang bernilai positif menunjukan semakin tinggi tingkat CSR yang dilakukan maka semakin tinggi pula ETR yang artinya tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR memiliki hubungan berbanding terbalik. Dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan kata lain 𝐇𝟑 diterima.
4.7 [bookmark: _bookmark68]Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1. [bookmark: _bookmark69]Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum dalam tabel 4.9 nilai signifikansi dari transfer pricing adalah 0,038 < 0,05 dan memiliki koefisien 0,134 sehingga dapat disimpulkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan sifat ETR sebagai proksi dan penghindaran pajak yang berbanding terbalik, dimana apabila nilai ETR tinggi maka penghindaran pajak akan semakin rendah begitu pula sebaliknya jika ETR rendah maka tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi. Sehingga hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi transfer pricing yang dilakukan perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
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Hal ini tidak sejalan dengan teori agensi di mana perusahaan memanfaatkan celah yang ada untuk mengatur harga transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Adanya arm’s length principle yang diterbitkan oleh OECD (1963) yang membatasi perusahaan untuk memanfaatkan hubungan berelasi untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan wajib mematuhi peraturan pemerintah mengenai transfer pricing, termasuk di dalamnya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ketatnya pengawasan serta kegiatan transfer pricing yang cenderung di laporkan secara transparan menyebabkan sulitnya dilakukan penghindaran pajak karena dapat menimbulkan perhatian otoritas pajak sehingga berpotensi menimbulkan efek negatif seperti adanya resiko audit, adanya denda maupun sanksi hukum.
Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa transfer pricing yang dilakukan perusahaan energi bukan hanya berfokus untuk melakukan penghindaran pajak saja, melainkan adanya tujuan lain. Seperti pengelolaan risiko, menjaga stabilitias laba antar anak perusahaan maupun motivasi yang dapat berasal dari internal perusahaan guna memotivasi manajer serta memantau kinerja anak perusahaan (Eden, 2009). PT Energi Mega Persada Tbk. pada tahun 2019 yang memiliki tingkat transfer pricing sebesar 0,6367 dan ETR 0,7231 yang mana walapun tingkat transfer pricing yang cukup tinggi tetapi mereka melakukan penghindaran pajak yang rendah. Hal ini juga disebabkan salah satunya menjaga reputasi perusahaan di mata pemerintah sehingga meminimalisir risiko denda yang dapat terjadi jika melakukan transfer pricing yang agresif.
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kamila et al. (2023) yang menyatakan transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang mana perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing untuk mengirim keuntungan ataupun selisih harga jual yang dibawah harga pasar yang ditentukan dengan tujuan untuk menghindari pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aya et al. (2022) yang menyatakan transfer pricing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak serta penelitian yang dilakukan Irawan et al. (2020) yang menyatakan transfer pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Di mana adanya potensi kerugian yang timbul bagi perusahaan jika melakukan transfer pricing yang agresif dalam melakukan penghindaran pajak karena ketatnya pengawasan yang dilakukan otoritas pajak maupun dapat menimbulkan efek negatif bagi reputasi perusahaan.
4.7.2. [bookmark: _bookmark70]Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum dalam tabel 4.9 nilai signifikansi dari thin capitalization adalah 0,001 < 0,05 dan memiliki koefisien 0,087 sehingga dapat disimpulkan bahwa thin capitalization berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukan semakin tinggi DER perusahaan maka akan semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan begitupula sebaliknya.
Hasil ini tidak sejalan dengan teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling, (1976), yang merujuk pada konflik perbedaan kepentingan yang timbul dari perbedaan perlakuan antara hutang dan modal yang dapat menyebabkan perusahaan menggunakan hutang secara berlebihan. Hal ini dipengaruhi adanya
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regulasi pemerintah yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 yang mengatur besaran rasio hutang dengan maksimal 4:1 sehingga membatasi kemampuan perusahaan menggunakan utang berlebihan sebagai saran penghindaran pajak melalui beban bunga. Sehingga perusahaan akan menggunakan hutang dalam strutur modal dengan optimal. Karena meskipun hutang yang tinggi dapat menurunkan beban pajak dengan adanya beban bunga, tetapi jika beban bunga yang terlalu besar juga dapat menurunkan laba perusahaan secara signifikan sehingga kecil tingkat penghindaran pajak yang dilakukan karena laba sebelum pajak perusahaan sudah rendah. Selain itu perusahaan dengan DER yang tinggi juga beresiko terhadap struktur modal yang tidak sehat, yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Hal ini akan menyebabkan tingkat penghindaran pajak menurun karena perusahaan akan menghindari adanya risiko keuangan dan reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa mayoritas perusahaan energi lebih mengandalkan modal sebagai sumber pendanaan utama perusahaan hal ini ditunjukkan dengan rata-rata DER yang masih berada di 0,940 yang masih di bawah 1. Selain itu struktur hutang perusahaan energi didominasi oleh hutang jangka pendek. Seperti pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk. yang hutang jangka pendeknya didominasi hutang usaha, hutang pajak, hutang beban dan hutang jangka panjang yang didominasi pajak tanggungan, pinjaman bank jangka panjang dan liabilitas pajak tangguhan. Seperti halnya PT Samindo Resources Tbk yang hutang jangka pendeknya didominasi hutang usaha, hutang lainnya, hutang pajak dan hutang sewa jangka pendek.
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Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari et al. (2022) yang menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh signifikan positif, dimana perusahaan berusaha untuk memaksimalkan pembiayaan melalui hutang yang menghasilkan beban bunga yang semakin tinggi sehingga akan mengecilkan pajak penghasilan terutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu et al., (2022) yang menyatakan thin capitalization pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, di mana tingkat rasio hutang yang sudah diatur dapat menurunkan insentif perusahaan untuk penghindaran pajak begitu juga dengan potensi timbulnya beban bunga yang terlalu besar sehingga beresiko akan struktur modal yang sehat yang berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan.
4.7.3. [bookmark: _bookmark71]Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum dalam tabel 4.9 nilai signifikansi dari CSR adalah 0,048 < 0,05 dan memiliki koefisien 0,158 sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukan semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
Berdasarkan Gray et al., (1996) teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasinya di mata masayarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan citra positif yang telah diperoleh, praktik penghindaran pajak tentu akan berpotensi merusak citra
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atau legitimasi tersebut. CSR sendiri sebagai salah satu cara memperoleh legitimasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk kontribusi kembali terhadap masyarakat dan lingkungan secara luas. Oleh karena itu, perusahaan yang aktif dalam CSR cenderung menghindari praktik penghindaran pajak agak tidak menimbulkan persepsi buruk dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan kegiatan usaha perusahaan sektor energi yang berdampak langsung dengan lingkungan, tentunya mendorong perusahaan untuk beroerientasi pada keberlanjutan atas lingkungan, sosial dan ekonomi secara luas. Pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan pun dianggap sebagai kontribusi terhadap pemangku kepentingan dalam hal ini, pemerintah yang tentu akan semakin menguatkan citra positif perusahaan di mata para pemangku kepentingan.
Pengungkapan CSR perusahaan pada beberapa tahun belakang ini sudah lebih banyak sesuai dengan standar GRI yang berlaku dibandingkan tahun tahun sebelumnya terutama pada tahun penelitan 2019 yang mana masih banyak perusahaan sektor energi yang belum mengeluarkan laporan keberlanjutannya maupun menggabungkan dengan laporan tahunan sehingga tingkat pengungkapan pada tahun tersebut masih cenderung rendah seperti oleh PT IMC Pelita Logistik Tbk dan PT TBS Energi Utama Tbk. yang pada tahun 2019 pengungkapannya hanya sebesar 0,117 yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata 0,483 serta pengungakapan tertinggi oleh perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk pada tahun 2023 sebesar 0,976.
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianturi et al., (2021) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan menjalankan kegiatan CSR dengan mengeluarkan biaya sehingga menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2022) yang menunjukan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Kurubah & Adi (2022) dan Kamila et al., (2023) yang menyatakan aktivitas CSR tidak hanya dianggap sebagai tindakan dalam aspek ekonomi tetapi juga berdampak pada sisi lain termasuk lingkungan dan sosial sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Pembayaran pajak oleh perusahaan juga merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar.
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[bookmark: _bookmark72]BAB V PENUTUP
5.1 [bookmark: _bookmark73]Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Transfer pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan cenderung melakukan transfer pricing bukan semata untuk melakukan penghindaran pajak melainkan adanya tujuan lain, seperti pengelolaan risiko maupun menjaga stabilitas laba antar anak perusahaan. Hipotesis pertama ditolak.
2. Thin capitalization berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Struktur modal perusahaan energi. yang lebih mengandalkan modal serta didominasi hutang jangka pendek. DER yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan beban bunga yang terlalu besar sehingga dapat menurunkan laba secara signifikan yang mengecilkan tingkat penghindaran pajak karena laba sebelum pajaknya sudah rendah. Hipotesis kedua ditolak.
3. CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kegiatan usaha pada perusahaan sektor energy yang berdampak langsung terhadap lingkungan mendorong perusahaan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Begitupun pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan yang dianggap sebagai kontribusi perusahaan terhadap negara yang akan menguatkan citra positif perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Hipotesis ketiga diterima.
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5.2 [bookmark: _bookmark74]Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, yaitu :
1. Bagi perusahaan perlu berhati-hati dalam melaksanakan praktik transfer pricing karena dapat berdampak negatif secara fiskal maupun reputasi perusahaan. Selain itu juga disarankan meningkatkan transparansi dan kelengkapan informasi yang berkaitan agar penilaian atas transfer pricing tidak bias dan mengurangi risiko masalah pajak. Perusahaan juga mematuhi ketentuan rasio utang yang telah ditetapkan dan diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan operasional perusahaan melalui utang agar memiliki struktur modal yang kuat dan baik.
2. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan CSR sesuai dengan standar pengungkapan GRI yang berlaku terutama menerbitkan laporan keberlanjutan yang komprehensif yang terpisah dari laporan tahunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas ukuran sampel dan tahun penelitian untuk meningkatkan validitas dan generalisasi hasil. Serta dapat menggunakan metode pengukuran lain untuk menguji pengaruh transfer pricing dan thin capitalization seperti menggunakan proksi Related Party Transaction terhadap total aset maupun menggunakan Maximum Allowable Debt Ratio (MAD Ratio).
4. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan variabel di luar penelitian ini seperti Good Corporate Governance dan reputasi perusahaan yang mungkin
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mempengaruhi hubungan antara transfer pricing, thin capitalization dan CSR terhadap penghindaran pajak. Maupun menggunakan proksi selain ETR untuk menguji konsistensi dari pengukuran penghindaran pajak tersebut.
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[bookmark: _bookmark77]Lampiran 1. Data Penghindaran Pajak

	No.
	Kode
Perusahaan
	Tahun
	Beban Pajak
Penghasilan
	Laba Sebelum
Pajak
	ETR

	1
	



ADRO
	2019
	3.115.228.001.000
	9.162.190.803.000
	0,3400

	2
	
	2020
	897.924.300.000
	3.133.637.325.000
	0,2865

	3
	
	2021
	6.530.322.002.000
	21.207.315.519.000
	0,3079

	4
	
	2022
	25.879.005.176.000
	70.415.401.089.000
	0,3675

	5
	
	2023
	6.773.867.480.000
	35.368.666.728.000
	0,1915

	6
	



AKRA
	2019
	165.884.121.000
	865.379.704.000
	0,1917

	7
	
	2020
	229.719.593.000
	1.191.716.906.000
	0,1928

	8
	
	2021
	260.061.263.000
	1.395.063.019.000
	0,1864

	9
	
	2022
	544.757.403.000
	3.023.816.560.000
	0,1802

	10
	
	2023
	589.188.690.000
	3.667.658.391.000
	0,1606

	11
	



ELSA
	2019
	110.272.000.000
	466.749.000.000
	0,2363

	12
	
	2020
	95.792.000.000
	344.877.000.000
	0,2778

	13
	
	2021
	93.868.000.000
	202.720.000.000
	0,4630

	14
	
	2022
	79.103.000.000
	457.161.000.000
	0,1730

	15
	
	2023
	114.737.000.000
	617.868.000.000
	0,1857

	16
	


ENRG
	2019
	890.277.520.635
	1.231.228.000.982
	0,7231

	17
	
	2020
	707.517.223.595
	1.533.969.386.950
	0,4612

	18
	
	2021
	1.290.037.145.682
	1.856.721.690.978
	0,6948

	19
	
	2022
	1.158.157.026.214
	2.207.989.269.527
	0,5245






	No.
	Kode
Perusahaan
	Tahun
	Beban Pajak
Penghasilan
	Laba Sebelum
Pajak
	ETR

	20
	
	2023
	510.622.379.744
	1.561.615.224.856
	0,3270

	21
	



ITMG
	2019
	825.802.806.000
	2.584.307.108.000
	0,3195

	22
	
	2020
	489.796.125.000
	1.023.360.065.000
	0,4786

	23
	
	2021
	2.078.979.031.000
	8.862.318.941.000
	0,2346

	24
	
	2022
	5.434.226.757.000
	24.301.122.952.000
	0,2236

	25
	
	2023
	2.227.488.672.000
	9.929.630.592.000
	0,2243

	26
	



MYOH
	2019
	122.699.720.383
	485.493.981.912
	0,2527

	27
	
	2020
	91.345.757.230
	409.183.059.740
	0,2232

	28
	
	2021
	109.017.528.654
	493.659.613.119
	0,2208

	29
	
	2022
	72.309.256.179
	294.131.741.097
	0,2458

	30
	
	2023
	63.276.313.192
	348.396.528.136
	0,1816

	31
	



PSSI
	2019
	(9.780.507.283)
	174.944.571.535
	(0,0559)

	32
	
	2020
	(19.241.674.270)
	99.666.578.830
	(0,1931)

	33
	
	2021
	38.289.391.793
	395.610.921.607
	0,0968

	34
	
	2022
	70.725.506.292
	736.655.279.405
	0,0960

	35
	
	2023
	78.654.004.432
	709.024.295.664
	0,1109

	36
	



PTBA
	2019
	1.414.768.000.000
	5.455.162.000.000
	0,2593

	37
	
	2020
	823.758.000.000
	3.231.685.000.000
	0,2549

	38
	
	2021
	2.321.787.000.000
	10.358.675.000.000
	0,2241

	39
	
	2022
	3.422.887.000.000
	16.202.314.000.000
	0,2113

	40
	
	2023
	1.861.792.000.000
	8.154.313.000.000
	0,2283






	No.
	Kode
Perusahaan
	Tahun
	Beban Pajak
Penghasilan
	Laba Sebelum
Pajak
	ETR

	41
	



PTRO
	2019
	128.681.557.000
	564.116.481.000
	0,2281

	42
	
	2020
	42.850.990.000
	501.235.280.000
	0,0855

	43
	
	2021
	105.319.489.000
	589.794.846.000
	0,1786

	44
	
	2022
	141.405.959.000
	788.988.305.000
	0,1792

	45
	
	2023
	55.636.344.000
	247.380.552.000
	0,2249

	46
	



TCPI
	2019
	461.000.000
	269.950.000.000
	0,0017

	47
	
	2020
	156.000.000
	57.886.000.000
	0,0027

	48
	
	2021
	833.000.000
	85.411.000.000
	0,0098

	49
	
	2022
	1.031.000.000
	116.698.000.000
	0,0088

	50
	
	2023
	1.027.000.000
	189.705.000.000
	0,0054

	51
	



TOBA
	2019
	265.835.328.668
	873.944.304.368
	0,3042

	52
	
	2020
	88.565.972.040
	593.579.501.970
	0,1492

	53
	
	2021
	297.720.202.194
	1.233.872.292.677
	0,2413

	54
	
	2022
	327.209.330.528
	1.804.119.834.302
	0,1814

	55
	
	2023
	185.074.367.688
	506.440.466.008
	0,3654






[bookmark: _bookmark78]Lampiran 2. Data Transfer Pricing

	
No.
	
Kode Perusahaan
	
Tahun
	
Piutang Kepada Pihak Berelasi
	
Total Piutang
	Rasio Piutang Pihak
Berelasi

	1
	



ADRO
	2019
	1.656.846.289.000
	7.325.368.267.000
	0,2262

	2
	
	2020
	752.036.285.000
	5.476.181.620.000
	0,1373

	3
	
	2021
	2.381.196.451.000
	10.886.176.825.000
	0,2187

	4
	
	2022
	3.256.317.000.000
	16.650.162.330.000
	0,1956

	5
	
	2023
	3.242.601.440.000
	15.187.642.792.000
	0,2135

	6
	



AKRA
	2019
	8.066.853.000
	5.126.339.987.000
	0,0016

	7
	
	2020
	7.649.402.000
	3.122.514.410.000
	0,0024

	8
	
	2021
	7.846.976.000
	5.172.011.007.000
	0,0015

	9
	
	2022
	5.252.056.000
	6.514.996.812.000
	0,0008

	10
	
	2023
	8.350.431.000
	6.847.219.887.000
	0,0012

	11
	



ELSA
	2019
	2.199.949.000.000
	2.590.035.000.000
	0,8494

	12
	
	2020
	2.277.095.000.000
	2.666.366.000.000
	0,8540

	13
	
	2021
	2.451.124.000.000
	2.812.362.000.000
	0,8716

	14
	
	2022
	3.152.118.000.000
	3.433.812.000.000
	0,9180

	15
	
	2023
	3.098.929.000.000
	3.430.084.000.000
	0,9035

	16
	


ENRG
	2019
	1.750.924.309.116
	2.750.166.569.777
	0,6367

	17
	
	2020
	1.772.582.980.805
	2.739.323.121.535
	0,6471

	18
	
	2021
	1.798.008.308.959
	3.061.331.589.332
	0,5873

	19
	
	2022
	1.592.308.022.930
	3.028.982.042.331
	0,5257






	
No.
	
Kode Perusahaan
	
Tahun
	
Piutang Kepada Pihak Berelasi
	
Total Piutang
	Rasio Piutang Pihak
Berelasi

	20
	
	2023
	1.673.155.180.048
	3.372.361.303.520
	0,4961

	21
	



ITMG
	2019
	38.964.503.000
	2.096.256.899.000
	0,0186

	22
	
	2020
	115.294.270.000
	1.190.800.520.000
	0,0968

	23
	
	2021
	171.770.222.000
	2.849.633.452.000
	0,0603

	24
	
	2022
	10.649.887.000
	4.595.937.498.000
	0,0023

	25
	
	2023
	298.299.600.000
	3.443.949.816.000
	0,0866

	26
	



MYOH
	2019
	488.357.991.041
	510.320.653.575
	0,9570

	27
	
	2020
	3.004.365
	421.179.644.340
	0,0000

	28
	
	2021
	1.498.245
	214.433.233.521
	0,0000

	29
	
	2022
	58.204.700
	249.220.050.717
	0,0002

	30
	
	2023
	218.845.536
	560.697.417.160
	0,0004

	31
	



PSSI
	2019
	7.783.267.207
	180.030.405.296
	0,0432

	32
	
	2020
	2.666.098.890
	127.128.562.470
	0,0210

	33
	
	2021
	12.633.644.179
	189.786.033.096
	0,0666

	34
	
	2022
	356.983.583
	150.030.621.329
	0,0024

	35
	
	2023
	460.522.168
	191.012.441.312
	0,0024

	36
	


PTBA
	2019
	1.893.127.000.000
	2.777.691.000.000
	0,6815

	37
	
	2020
	1.350.976.000.000
	2.094.881.000.000
	0,6449

	38
	
	2021
	2.180.759.000.000
	3.529.176.000.000
	0,6179

	39
	
	2022
	2.237.635.000.000
	3.772.268.000.000
	0,5932






	
No.
	
Kode Perusahaan
	
Tahun
	
Piutang Kepada Pihak Berelasi
	
Total Piutang
	Rasio Piutang Pihak
Berelasi

	40
	
	2023
	2.326.634.000.000
	4.004.246.000.000
	0,5810

	41
	



PTRO
	2019
	281.022.616.000
	1.476.119.388.000
	0,1904

	42
	
	2020
	509.726.490.000
	1.091.148.695.000
	0,4671

	43
	
	2021
	458.234.666.000
	1.320.809.985.000
	0,3469

	44
	
	2022
	375.514.701.000
	2.439.815.176.000
	0,1539

	45
	
	2023
	321.300.272.000
	3.078.467.288.000
	0,1044

	46
	



TCPI
	2019
	119.662.000.000
	719.113.000.000
	0,1664

	47
	
	2020
	130.704.000.000
	698.092.000.000
	0,1872

	48
	
	2021
	128.910.000.000
	577.532.000.000
	0,2232

	49
	
	2022
	132.194.000.000
	518.066.000.000
	0,2552

	50
	
	2023
	54.960.000.000
	573.131.000.000
	0,0959

	51
	



TOBA
	2019
	414.486.408.921
	4.617.895.699.513
	0,0898

	52
	
	2020
	446.746.719.965
	7.083.420.713.005
	0,0631

	53
	
	2021
	476.040.894.024
	8.858.372.492.325
	0,0537

	54
	
	2022
	558.180.776.274
	9.391.042.103.724
	0,0594

	55
	
	2023
	557.281.601.544
	9.383.419.019.648
	0,0594






[bookmark: _bookmark79]Lampiran 3. Data Thin Capitalization

	No.
	Kode
Perusahaan
	Tahun
	Utang
	Modal
	DER

	1
	




ADRO
	2019
	44.951.802.710.000
	55.373.173.895.000
	0,8118

	2
	
	2020
	34.273.062.460.000
	55.738.925.970.000
	0,6149

	3
	
	2021
	44.642.293.049.000
	63.615.696.735.000
	0,7017

	4
	
	2022
	66.934.917.339.000
	102.681.554.078.000
	0,6519

	5
	
	2023
	47.234.022.776.000
	114.213.290.000.000
	0,4136

	6
	




AKRA
	2019
	11.342.184.833.000
	10.066.861.340.000
	1,1267

	7
	
	2020
	8.127.216.543.000
	10.556.356.272.000
	0,7699

	8
	
	2021
	12.209.620.623.000
	11.298.965.113.000
	1,0806

	9
	
	2022
	14.032.797.261.000
	13.154.810.775.000
	1,0667

	10
	
	2023
	16.211.665.604.000
	14.042.957.513.000
	1,1544

	11
	




ELSA
	2019
	3.228.339.000.000
	3.576.698.000.000
	0,9026

	12
	
	2020
	3.821.876.000.000
	3.740.946.000.000
	1,0216

	13
	
	2021
	3.456.723.000.000
	3.778.134.000.000
	0,9149

	14
	
	2022
	4.718.878.000.000
	4.117.211.000.000
	1,1461

	15
	
	2023
	5.185.414.000.000
	4.416.068.000.000
	1,1742

	16
	




ENRG
	2019
	7.968.995.409.780
	1.474.923.790.792
	5,4030

	17
	
	2020
	8.920.616.159.910
	2.992.720.842.930
	2,9808

	18
	
	2021
	8.769.853.980.299
	6.406.309.809.082
	1,3689

	19
	
	2022
	10.687.706.243.182
	8.100.305.405.066
	1,3194

	20
	
	2023
	12.080.780.835.264
	9.019.978.942.072
	1,3393

	21
	ITMG
	2019
	4.511.930.976.000
	12.294.947.965.000
	0,3670






	No.
	Kode
Perusahaan
	Tahun
	Utang
	Modal
	DER

	22
	
	2020
	4.405.541.595.000
	11.936.920.450.000
	0,3691

	23
	
	2021
	6.630.518.920.000
	17.145.045.371.000
	0,3867

	24
	
	2022
	10.852.769.707.000
	30.679.854.680.000
	0,3537

	25
	
	2023
	6.155.716.712.000
	27.572.132.640.000
	0,2233

	26
	




MYOH
	2019
	526.608.705.493
	1.700.077.773.455
	0,3098

	27
	
	2020
	311.172.337.385
	1.820.218.118.810
	0,1710

	28
	
	2021
	333.309.770.766
	2.006.372.109.178
	0,1661

	29
	
	2022
	327.927.324.830
	2.338.292.099.955
	0,1402

	30
	
	2023
	1.071.522.748.544
	2.577.636.072.336
	0,4157

	31
	




PSSI
	2019
	759.481.871.753
	1.231.120.935.480
	0,6169

	32
	
	2020
	737.761.982.685
	1.333.358.288.080
	0,5533

	33
	
	2021
	664.653.772.747
	1.636.024.851.603
	0,4063

	34
	
	2022
	526.663.450.347
	2.294.761.355.410
	0,2295

	35
	
	2023
	543.457.796.856
	2.599.432.461.832
	0,2091

	36
	




PTBA
	2019
	7.675.226.000.000
	18.422.826.000.000
	0,4166

	37
	
	2020
	7.117.559.000.000
	16.939.196.000.000
	0,4202

	38
	
	2021
	11.869.979.000.000
	24.253.724.000.000
	0,4894

	39
	
	2022
	16.443.161.000.000
	28.916.046.000.000
	0,5687

	40
	
	2023
	17.201.993.000.000
	21.563.196.000.000
	0,7977

	41
	

PTRO
	2019
	4.705.224.381.000
	2.954.838.263.000
	1,5924

	42
	
	2020
	4.206.788.040.000
	3.264.461.200.000
	1,2887

	43
	
	2021
	3.888.487.997.000
	3.713.121.987.000
	1,0472






	No.
	Kode
Perusahaan
	Tahun
	Utang
	Modal
	DER

	44
	
	2022
	4.694.586.599.000
	4.687.696.421.000
	1,0015

	45
	
	2023
	7.589.528.040.000
	3.632.472.080.000
	2,0894

	46
	




TCPI
	2019
	1.638.619.000.000
	1.438.916.000.000
	1,1388

	47
	
	2020
	1.320.653.000.000
	1.431.558.000.000
	0,9225

	48
	
	2021
	1.307.023.000.000
	1.540.273.000.000
	0,8486

	49
	
	2022
	1.161.845.000.000
	1.648.024.000.000
	0,7050

	50
	
	2023
	1.413.313.000.000
	2.095.940.000.000
	0,6743

	51
	




TOBA
	2019
	5.150.328.409.669
	3.671.808.569.187
	1,4027

	52
	
	2020
	6.783.907.328.835
	4.103.344.226.800
	1,6533

	53
	
	2021
	7.189.814.591.833
	5.054.441.190.963
	1,4225

	54
	
	2022
	7.481.966.641.984
	6.665.386.619.183
	1,1225

	55
	
	2023
	8.080.297.679.528
	6.531.568.735.320
	1,2371



[bookmark: _bookmark80]Lampiran 4. Indikator GRI Standard 2021

	KINERJA EKONOMI

	1
	


Kinerja Ekonomi 2016
	201-1
	Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan
dan Didistribusikan

	2
	
	201-2
	Implikasi	Finansial  Serta  Risiko  dan
Peluang Lain Akibat dari Perubahan Iklim

	3
	
	201-3
	Kewajiban  Program	Pensiun  Manfaat
Pasti dan Program Pensiun Lainnya

	4
	
	201-4
	Bantuan Finansial yang Diterima dari
Pemerintah

	
5
	
Keberadaan Pasar 2016
	
202-1
	Rasio Standar Upah Karyawan Entry-
Level	Berdasarkan	Jenis	Kelamin Terhadap Upah Minimum Regional

	6
	
	202-2
	Proporsi Manajemen Senior Yang Berasal
Dari Masyarakat Lokal






	7
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016
	203-1
	Investasi	Infrastruktur	dan	Dukungan
Layanan

	8
	
	203-2
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang
Signifikan

	9
	Praktik Pengadaan
2016
	204-1
	Proposi	Pengeluaran	untuk	Pemasok
Lokal

	10
	

Antikorupsi 2016
	205-1
	Operasi-Operasi Yang Dinilai Memiliki
Risiko Terkait Korupsi

	11
	
	205-2
	Komunikasi	dan	Pelatihan	Tentang
Kebijakan dan Prosedur Antikorupsi

	12
	
	205-3
	Insiden	Korupsi	yang	Terbukti	dan
Tindakan yang Diambil

	
13
	Perilaku
Antipersaingan 2016
	
206-1
	Langkah-Langkah Hukum untuk Perilaku
Anti-persaingan, Praktik Anti-trust dan Monopoli

	14
	


Pajak 2019
	207-1
	Pendekatan Terhadap Pajak

	15
	
	207-2
	Tata	Kelola,	Pengendalian,	dan
Manajemen Risiko Pajak

	
16
	
	
207-3
	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan
Pengelolaan Perhatian yang Berkaitan Dengan Pajak

	17
	
	207-4
	Laporan per Negara

	KINERJA LINGKUNGAN

	18
	

Material 2016
	301-1
	Material yang Digunakan Berdasarkan
Berat atau Volume

	19
	
	301-2
	Material Input dari Daur Ulang yang
Digunakan

	20
	
	301-3
	Produk	Reclaimed	dan	Material
Kemasannya

	21
	

Energi 2016
	302-1
	Konsumsi Energi dalam Organisasi

	22
	
	302-2
	Konsumsi Energi di Luar Organisasi

	23
	
	302-3
	Intensitas Energi

	24
	
	302-4
	Pengurangan Konsumsi Energi

	25
	
	302-5
	Pengurangan	Pada	Energi	yang
Dibutuhkan untuk Produk dan Jasa

	26
	
Air dan Efluen 2018
	303-1
	Interaksi dengan Air Sebagai Sumber
Daya Bersama

	27
	
	303-2
	Manajemen	Dampak	yang	Berkaitan
dengan Pembuangan Air






	28
	
	303-3
	Pengambilan Air

	29
	
	303-4
	Pembuangan Air

	30
	
	303-5
	Konsumsi Air

	

31
	





Keanekaragaman Hayati 2016
	

304-1
	Lokasi Operasi yang Dimiliki, Disewa, Dikelola,	atau	Berdekatan Dengan,Kawasan Lindung dan Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati
Tinggi di Luar Kawasan Lindung

	
32
	
	
304-2
	Dampak	Signifikan	dari	Kegiatan,
Produk, dan Jasa Pada Keanekaragaman Hayati

	33
	
	304-3
	Habitat yang Dilindungi atau Dilestarikan

	
34
	
	
304-4
	Spesies Daftar Merah IUCN dan Spesies Daftar Konservasi Nasional dengan Habitat dalam Wilayah yang Terkena
Efek Operasi

	35
	




Emisi 2016
	305-1
	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)

	36
	
	305-2
	Emisi Energi GRK (Cakupan 2) Tidak
Langsung

	37
	
	305-3
	Emisi GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung
Lainnya

	38
	
	305-4
	Intensitas Emisi GRK

	39
	
	305-5
	Pengurangan Emisi GRK

	40
	
	305-6
	Emisi Zat Perusak Ozon (ODS)

	
41
	
	
305-7
	Nitrogen Oksida (NOX), Sulfur Oksida
(SOX),	dan	Emisi	Udara	Signifikan Lainnya

	42
	Efluen dan Limbah
2016
	306-3
	Tumpahan Signifikan

	43
	



Limbah 2020
	306-1
	Limbah yang Dihasilkan dan Dampak-
dampak yang Signifikan Terkait Limbah

	44
	
	306-2
	Pengelolaan  Dampak  yang  Signifikan
Terkait Limbah

	45
	
	306-3
	Limbah yang Dihasilkan

	46
	
	306-4
	Limbah yang Dialihkan dari Pembuangan
Akhir

	47
	
	306-5
	Limbah yang Dikirimkan ke Pembuangan
Akhir






	48
	
Penilaian Pemasok Lingkungan
	308-1
	Seleksi	Pemasok	Baru	dengan
Menggunakan Kriteria Lingkungan

	
49
	
	
308-2
	Dampak	Lingkungan	Negatif	dalam
Rantai Pasokan dan Tindakan yang Telah Diambil

	KINERJA SOSIAL

	50
	

Ketenagakerjaan 2016
	401-1
	Perekrutan	Karyawan	Baru	dan
Pengantian Karyawan

	
51
	
	
401-2
	Tunjangan yang Diberikan Kepada Karyawan Purnawaktu yang Tidak Diberikan Kepada Karyawan Sementara
atau Paruh Waktu

	52
	
	401-3
	Cuti Melahirkan

	
53
	Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen
2016
	
402-1
	Periode Pemberitahuan Minimum Terkait Perubahan Operasional

	54
	








Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018
	403-1
	Sistem	Manajemen	Kesehatan	dan
Keselamatan Kerja

	55
	
	403-2
	Identifikasi  Bahaya,  Penilaian  Risiko,
Dan Investigasi Insiden

	56
	
	403-3
	Layanan Kesehatan Kerja

	
57
	
	
403-4
	Partisipasi, Konsultan, dan Komunikasi Pekerja pada Kesehatan dan Keselamatan
Kerja

	58
	
	403-5
	Pelatihan	Bagi	Pekerja	Mengenai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

	59
	
	403-6
	Peningkatan Kualitas Kesehatan Pekerja

	
60
	
	
403-7
	Pencegahan dan Mitigasi Kesehatan dan
Keselamatan	Kerja	yang	Berdampak Langsung dalam Hubungan Bisnis

	
61
	
	
403-8
	Pekerja  yang  Tercakup  dalam  Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

	62
	
	403-9
	Kecelakaan Kerja

	63
	
	403-10
	Penyakit Akibat Kerja

	64
	Pelatihan dan
Pendidikan 2016
	404-1
	Rata-Rata Jam Pelatihan Per Tahun Per
Karyawan






	
65
	
	
404-2
	Program	untuk	Meningkatkan
Keterampilan Karyawan dan Program Bantuan Peralihan

	
66
	
	
404-3
	Persentase Karyawan yang Menerima Tinjauan Rutin Terhadap Kinerja dan
Pengembangan Karier

	67
	Keanekaragaman dan Kesempatan yang Setara 2016
	405-1
	Keanekaragaman Badan Tata Kelola dan
Karyawan

	68
	
	405-2
	Rasio	Gaji	Pokok	dan	Remunerasi
Perempuan Dibandingkan Laki-laki

	69
	Non-Diskriminasi
2016
	406-1
	Insiden	Diskriminasi	dan	Tindakan
Perbaikan yang Dilakukan

	
70
	Kebebasan Berserikat dan Perundingan
Kolektif 2016
	
407-1
	Operasi dan Pemasok di mana Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif Mungkin Berisiko

	
71
	
Pekerja Anak 2016
	
408-1
	Operasi dan Pemasok yang Berisiko Signifikan	Terhadap	Insiden	Pekerja
Anak

	
72
	Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016
	
409-1
	Operasi  dan  Pemasok  yang  Berisiko
Signifikan	Terhadap	Insiden	Pekerja Kerja Paksa atau Wajib Kerja

	
73
	Praktik Keamanan 2016
	
410-1
	Petugas	Keamanan	yang	Dilatih Mengenai Kebijakan atau Prosedur Hak
Asasi Manusia

	
74
	Hak-Hak
Masyarakat Adat 2016
	
411-1
	Insiden Pelanggaran yang Melibatkan Hak-hak Masyarakat Adat

	
75
	

Masyarakat Lokal 2016
	
413-1
	Operasi dengan Keterlibatan Masyarakat Lokal, Penilaian Dampak dan Program
Pengembangan

	
76
	
	
413-2
	Operasi yang Secara Aktual dan yang Berpotensi  Memiliki  Dampak  Negatif
Signifikan Terhadap Masyarakat Lokal

	77
	
Penilaian Sosial Pemasok 2016
	414-1
	Seleksi	Pemasok	Baru	dengan
Menggunakan Kriteria Sosial

	
78
	
	
414-2
	Dampak  Sosial  Negatif  dalam  Rantai
Pasokan	dan	Tindakan	yang	Telah Diambil






	79
	Kebijakan Publik
2016
	415-1
	Kontribusi Politik

	
80
	
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016
	
416-1
	Penilaian	dampak	Kesehatan	dan
Keselamatan dari Kategori Produk dan Layanan

	
81
	
	
416-2
	Insiden	Ketidakpatuhan	Sehubungan
dengan	Dampak	Kesehatan	dan Keselamatan Dari Produk dan Jasa

	82
	

Pemasaran dan Pelabelan 2016
	417-1
	Persyaratan untuk Produk dan Layanan
Informasi dan Pelabelan

	83
	
	417-2
	Insiden Ketidakpatuhan Terkait Pelabelan
dan Informasi Produk dan Jasa

	84
	
	417-3
	Insiden	Ketidakpatuhan	Terkait
Komunikasi Pemasaran

	
85
	Privasi Pelanggan 2016
	
418-1
	Pengaduan	yang	Berdasar	Mengenai
Pelanggaran Terhadap Privasi Pelanggan dan Hilangnya Data Pelanggan
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No.
	Kode Perusahaan
	
Tahun
	Total Item Diungkapkan
	Total Item Pengungakapan
	Rasio Pengukuran
CSR

	1
	

ADRO
	2019
	53
	85
	0,6235294

	2
	
	2020
	54
	85
	0,6352941

	3
	
	2021
	50
	85
	0,5882353

	4
	
	2022
	56
	85
	0,6588235

	5
	
	2023
	70
	85
	0,8235294

	6
	

AKRA
	2019
	26
	85
	0,3058824

	7
	
	2020
	43
	85
	0,5058824

	8
	
	2021
	65
	85
	0,7647059

	9
	
	2022
	65
	85
	0,7647059

	10
	
	2023
	58
	85
	0,6823529

	11
	

ELSA
	2019
	12
	85
	0,1411765

	12
	
	2020
	16
	85
	0,1882353

	13
	
	2021
	30
	85
	0,3529412

	14
	
	2022
	33
	85
	0,3882353

	15
	
	2023
	61
	85
	0,7176471

	16
	
ENRG
	2019
	11
	85
	0,1294118

	17
	
	2020
	28
	85
	0,3294118

	18
	
	2021
	34
	85
	0,4000000

	19
	
	2022
	38
	85
	0,4470588






	
No.
	Kode Perusahaan
	
Tahun
	Total Item Diungkapkan
	Total Item Pengungakapan
	Rasio
Pengukuran CSR

	20
	
	2023
	69
	85
	0,8117647

	21
	

ITMG
	2019
	34
	85
	0,4000000

	22
	
	2020
	54
	85
	0,6352941

	23
	
	2021
	47
	85
	0,5529412

	24
	
	2022
	67
	85
	0,7882353

	25
	
	2023
	83
	85
	0,9764706

	26
	

MYOH
	2019
	19
	85
	0,2235294

	27
	
	2020
	22
	85
	0,2588235

	28
	
	2021
	26
	85
	0,3058824

	29
	
	2022
	32
	85
	0,3764706

	30
	
	2023
	40
	85
	0,4705882

	31
	

PSSI
	2019
	10
	85
	0,1176471

	32
	
	2020
	12
	85
	0,1411765

	33
	
	2021
	12
	85
	0,1411765

	34
	
	2022
	26
	85
	0,3058824

	35
	
	2023
	30
	85
	0,3529412

	36
	

PTBA
	2019
	45
	85
	0,5294118

	37
	
	2020
	65
	85
	0,7647059

	38
	
	2021
	51
	85
	0,6000000

	39
	
	2022
	81
	85
	0,9529412

	40
	
	2023
	81
	85
	0,9529412

	41
	

PTRO
	2019
	43
	85
	0,5058824

	42
	
	2020
	47
	85
	0,5529412

	43
	
	2021
	49
	85
	0,5764706

	44
	
	2022
	53
	85
	0,6235294

	45
	
	2023
	61
	85
	0,7176471

	46
	

TCPI
	2019
	15
	85
	0,1764706

	47
	
	2020
	17
	85
	0,2000000

	48
	
	2021
	27
	85
	0,3176471

	49
	
	2022
	29
	85
	0,3411765

	50
	
	2023
	30
	85
	0,3529412

	51
	

TOBA
	2019
	10
	85
	0,1176471

	52
	
	2020
	21
	85
	0,2470588

	53
	
	2021
	27
	85
	0,3176471

	54
	
	2022
	48
	85
	0,5647059

	55
	
	2023
	75
	85
	0,8823529
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	Descriptive Statistics

	
	N
	Min.
	Max.
	Mean
	Std.
Deviation

	Transfer Pricing
	55
	0,0000
	0,9570
	0,277829
	0,3052167

	Thin Capitalization
	55
	0,1402
	5,4030
	0,940358
	0,8085056

	CSR
	55
	0,1176
	0,9765
	0,483636
	0,2424899

	Penghindaran Pajak
	55
	-0,1931
	0,7231
	0,226827
	0,1621703


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025

Uji Normalitas

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	55

	Normal Parametersa,b
	Mean
	,0000000

	
	Std. Deviation
	,13296944

	Most Extreme Differences
	Absolute
	,091

	
	Positive
	,091

	
	Negative
	-,048

	Test Statistic
	,091

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	,200d


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025




[image: ]
Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025

Uji Multikolinieritas

	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Transfer Pricing
	0,936
	1,068

	
	Thin Capitalization
	0,909
	1,100

	
	CSR
	0,970
	1,031

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
Uji Normalitas Grafik Histogram




	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	0,126
	0,032
	
	3,890
	0,001

	
	Transfer Pricing
	0,010
	0,040
	0,037
	0,257
	0,798

	
	Thin Capitalization
	0,001
	0,015
	0,012
	0,080
	0,937

	
	CSR
	-0,060
	0,049
	-0,172
	-1,227
	0,226

	a. Dependent Variable: ABS_RES


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025

Uji Autokorelasi

	Model Summaryb

	Model
	R
	R
Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin- Watson

	1
	0,572a
	0,328
	0,288
	0,13682443
	1,038

	a. Predictors: (Constant), CSR, Transfer Pricing, Thin Capitalization

	b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025

Uji F

	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	0,465
	3
	0,155
	8,286
	<,001b

	
	Residual
	0,955
	51
	0,019
	
	

	
	Total
	1,420
	54
	
	
	

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

	b. Predictors: (Constant), CSR, Transfer Pricing, Thin Capitalization


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
Uji Glejser




	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	0,572a
	0,328
	0,288
	0,13682443

	a. Predictors: (Constant), CSR, Transfer Pricing, Thin Capitalization

	b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025

Analisis Regresi Berganda

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	0,031
	0,051
	
	0,597
	0,553

	
	Transfer Pricing
	0,134
	0,063
	0,253
	2,131
	0,038

	
	Thin Capitalization
	0,087
	0,024
	0,436
	3,622
	0,001

	
	CSR
	0,158
	0,078
	0,237
	2,030
	0,048

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS Versi 27.0, 2025
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